
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa berhak untuk terlibat sebagai 

penyelenggara dan penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon (NEK). 

Dibuktikan bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa melalui kearifan 

lokal telah mengelola Hutan Adat Tawang Panyai secara kolektif, 

berkesinambungan, berkeadilan tanpa melupakan aspek ekologis. Hal itu 

dibuktikan dengan bentuk Hutan Adat Tawang Panyai masih merupakan 

hutan primer yang melalui Hukum Adat dilindungi secara tegas. Hutan 

Adat tidak dipandang sebagai sebuah lumbung komoditas yang kaya akan 

sumber daya alam yang bisa diperjual belikan, namun Hutan Adat adalah 

bagian holistik yang tidak bisa dipisahkan dari Masyarakat Hukum Adat 

Dayak De’sa. Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa adalah pejuang 

lingkungan hidup tentunya tidak hanya terbatas akan kewajiban- 

kewajibannya saja dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup, 

melainkan juga berhak untuk turut serta memiliki hak untuk mengelola 

lingkungan hidup sesuai kearifan lokalnya. Tidak hanya itu, apabila 

mekanisme perdagangan karbon justru malah tidak memberikan 

keuntungan dan kemandirian ekonomi serta berpotensi untuk mengganggu 

ruang hidup Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa, mereka juga turut 
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berhak untuk menolak atas mekanisme perdagangan karbon yang mungkin 

akan merambah Hutan Adat Tawang Panyai. 

2. Kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat untuk terlibat sebagai 

penyelenggara dan penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon terletak 

pada belum pernah dilaksanakan sosialisasi mengenai Nilai Ekonomi 

Karbon di Kabupaten Sekadau. Kendala lainnya juga muncul karena 

belum adanya regulasi lebih lanjut mengenai peranan dan posisi 

Masyarakat Hukum Adat terkait mekanisme Nilai Ekonomi Karbon 

melalui mekanisme non-perdagangan. Hal itu menyebabkan Masyarakat 

Hukum Adat Dayak De’sa belum dapat menentukan posisi untuk terlibat 

dalam penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon. 

B. Saran 

1.  Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK harus melibatkan MHA 

sebagai penyandang subjek hukum, agar kedepannya apabila dihadapkan 

pada posisi yang dapat menguntungkan Masyarakat Hukum Adat Dayak 

De’sa mereka berhak mendapatkan keuntungan seperti adanya intensif atas 

jasa yang telah mereka jalani bergenerasi-generasi. Rancangan Undang- 

Undang Masyarakat Adat haruslah segera disahkan, sebab sudah hampir 

16 tahun semenjak RUU Masyarakat Adat diundangkan namun sampai 

hari ini belum memiliki titik terang. Pada Debat Calon Wakil Presiden di 

awal tahun 2024 dalam materi mengenai Masyarakat Adat para calon wakil 

presiden sudah mengemukakan pentingnya pengakuan atas masyarakat 
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adat dan hak-hak tradisionalnya. Oleh sebab itu, agenda selanjutnya adalah 

pemerintah segera mewujudnyatakan UU Masyarakat Adat, agar tidak ada 

lagi kriminalisasi dan segala bentuk marginalisasi terhadap masyarakat 

adat. 

2. Penting untuk segera melaksanakan sosialisasi mengenai Nilai Ekonomi 

Karbon yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa untuk 

untuk mendukung semangat keadilan dan inklusif. Selain itu, dibutuhkan 

regulasi yang lebih komprehensif sebagai aturan pelaksana dari Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target 

Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas 

Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, sebab dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan tidak menjelaskan lebih 

lanjut terkait posisi dan peranan Masyarakat Hukum Adat melalui 

mekanisme non-perdagangan. 
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Gambar 11 Vegetasi di Hutan Adat Tawang Panyai 

 

Gambar 12 Hasil Hutan Berupa Pohon dan Buah Maram di Sekitar Hutan Adat 

Tawang Panyai 
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Gambar 13 Wawancara bersama Bapak Aron, S.H selaku Bupati Sekadau 

dilaksanakan pada 7 Juni 2024, Pukul 11.20 berlokasi di Kantor Bupati Kabupaten 

Sekadau. 
 

Gambar 14 Wawancara bersama Bapak Apeng Petrus, S.STP selaku Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, 6 Juni 20234, Pukul 15.32 berlokasi di 

Lupung Kopi Kabupaten Sekadau. 
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Gambar 15 Wawancara bersama Bapak Sumarlin ZBU, S.H., M.H selaku Kepala 

Unit Pelayanan Terpadu Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Wilayah Sekadau, 9 

Juni 2024, Pukul 10.30 berlokasi di Kantor UPT KPH Wilayah Sekadau 

 

Gambar 16 Gambar Wawancara bersama Ibu Belang selaku Perempuan Adat Dayak 

De’sa, 7 Juni 2024, Pukul 15.00 berlokasi di Rumah Ibu Belang. 
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Gambar 17 Wawancara bersama Bapak Banjan selaku Tokoh Adat Dayak De’sa, 7 

Juni 2024, Pukul 17.00 berlokasi di Rumah Bapak Banjan. 
 

 

Gambar 18 Wawancara bersama Bapak Sunjang selaku Tokoh Adat dan Pengurus 

Hutan Adat Dayak De’sa, 7 Juni 2024, Pukul 19.00 berlokasi di Rumah Bapak 

Sunjang 
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Gambar 19 Wawancara bersama Bapak Anyi selaku Ketua Pengurus Hutan Adat 

Dayak De’sa, 8 Juni 2024, Pukul 21.00 berlokasi di Rumah Bapak Anyi. 
 

Gambar 20 Wawancara bersama Bapak Kinga selaku Tokoh Adat dan Pengurus Adat 

Dayak De’sa, 9 Juni 2024, Pukul 19.00 berlokasi di Rumah Bapak Kinga. 

 

 


